NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
HANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAL
DAM
SEKOLAH TINGG! TEOLOGIA PRESEYTERIAN BATAM

TENTANG

PELAYANAN HUKUM DAN FASILITAS] TRI DHARMA
PERGLURUAN TINGGI

NOMOR: W.32-HH.04.04-7
NOMOR: 025 Mol /STTE-B/1V /2026

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh
Enam (20-04-2026), bertempat di Batam, yang bettands tangan di bawah ini;

1. EDIS0ON MANIK ¢ HKepala Kantor Wilayah Kementerian Hukuom
Kepulauan Riau, dalam jabatannya teraebut
bertindak untuk dan atas nama Kanter Wilayah
Kementerian Hukum Eepulauan Hiau,
berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja Km. 14, Kota
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau,
selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU.

2. HENDRA ARITONANG : Ketua Sekolah Tinggi Teolopi Presbyterian Batam,
dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan
atas nama Scholah Tinggi Teologi Presbyterian
Batam, berkedudukan di JI. Pattimura, Punggar
Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau, seclanjutnya disebut
dengan PIHAK KEDIUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebul PARA FIHAK,

dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagal berilout:
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a. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan
sebagian tugas dan fungsl Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Kepulauan
Riaw,

b. bahwa Pihak KEDUA adalah perguruan tinggi di hidang teologi yang
melaksanakan tugss dan  fungsi  dalam  menyelenggarakan  dan
mengembangkan pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatiken ketentuan peraturan perundang-undangan, scbagai
berilaat:

1. Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Momor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menterl Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 912); dan

4. Nota Kesepahaman antara Menteri Hukum Republik Indonesia dan Menteri
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor M.HH-
5. HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor 14/V/NK/FTST/2025 tentang
Dukungan Pelaksanean Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan
Tinggi, lmu Pengetabuan, dan Teknologi,

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan
menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Hukum den Fasilitasi Tri
Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TULIUAN

(1} Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagei pedoman dan dasar bagi PARA
FIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang
masing-masing PIHAK.
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Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi dan sumber
daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan pelaksansan Pelayanan
Hukum dan Tri Dharma Perguruan Tinggl sesuai kewenangan masing-masing
PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGEUP

Ruang lingloop Nota Kesepahaman ini, terdiri dari:

.
b,

0

_

(1)

(2)

()

pendidilean dan pengajaran;
penelitian dan pengembangan hulaim;
pengabdian kepada masyarakat;

.pelakaanaan merdeka belajar kampua berdampak;

fasilitasi pendaftaran kekayaan intcktual dan penguatan sentra kekayaan
intelelctual;

peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;

aslstensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informaai hukum; dan
kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Mota Kesepahaman ini dituengkan dalam 1 gatu) atau lebih
Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap ruang lingleap Nota
Kesepahaman,

Perjanjian Ketja S8ama sebagaimana dimaksud pada ayat (1] merupakan samu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ind,

PASAL 4
JANGEA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (ima) tahun, terhitung sejak tanggal
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20 April 2026 s.d 19 Aprl 2031.

(<) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang paling lambat 3 [tiga) bulan sebelum
janglea waltu Nota Kesepahaman ini berakhir,

(3] Dalam hal =alah zatu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ind,
FIHAK yang bersanghkutan harus memberitahukan secara tertulls kepada
PIHAK leinnya paling lambat | (satu] bulan sebelum pengakhiran Nota
Kesepahaman ini.

(4 Nota Kesepahaman Ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
a di kemudian har terdapat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
v tidak tercapainya tujuan PARA  PIHAK sesusi  ketentuan  dalam
Kesepahaman.

PABAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK, sesuai dengan kesecpakatan
bereama,

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUAST

(1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melalmikean pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling
aedikit 1 {satu) kali dalam 1 [satu) tahun.

(2) Hasil pemantauan dan evalussi sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan
dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
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PASAL T
PENYELESAIAN PERSELISIHAMN

{1} Apabila terjadi peraelisihan atan kesalahpahaman antara PARA PIHAK,
penyelesaian dilakukan melalui musyawarsh dengan sebaik-baiknya untuk
mencapal mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara
musyawarah untuk mufakat.

PABAL 8
KORESPONDENS]

PARA PIHAK scpakat melakukan korespondensi terkait dengan pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini yang disampeikan dengan cara diantar langsung, pos tercatat,
danfatau pos elelctronik yang ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU

Tujuan : Kantor Wilayeh Kementerian Hukum Kepulauan Riau c.q. Kepala
Bagian Tata Usahea dan Umum

Alamat : Jalan Daeng Kamboja Km. 14, Tanjungpinang 39135

Telepon/Fax : +62811 7709 007

Email ¢ kanwilkeprifkemenkum, go.id

FIHAEK KEDUJA

Tujuan : Seknlah Tinggi Teologi Preshyterian Batam c.q. Kepala Lembaga
Penjamin Mutu Internal

Alarmet 1 Ji Pattimura Punggur, Kabil Kecematan Nongsa Kota Batam

Telepon/Fax : 082171231544

Email :  sttpresbyterianb@emaill. com
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(1)
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PASAL 9
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasasn PARA PIHAK ateu keadaan kahar,
dapat  dipertimbangkean kemungkinan perubahan tempat dan  waktu
pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

Yang termasuk keadasn kahar adalsh:

a. bencana alam;

b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan

¢, keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepahaman bersama ini
akan diatur dan discpakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK,

PASAL 10
FENUTUP

Nota Kesepahaman ind dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dusa) asli, di
atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum vang sama, dan
PARA PIHAK mendapatkan | (satu) rangkap asli.

Nota Kesepahaman ini mulal berlalo pada tanggal ditandatangani,
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